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51 Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan di dalam bab-bab sebelumnya, maka
terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik melalui penelitian di dalam
penulisan hukum ini untuk menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu:

5.1.1 Penerapan Konsep ‘Command Responsibility’ Dalam Kasus

Pelanggaran HAM Berat

Command Responsibility atau tanggung jawab komando adalah konsep
hukum yang tidak hanya berlaku untuk pemimpin militer tetapi juga mencakup
pemimpin sipil yang memiliki otoritas dan kendali efektif atas pasukan atau unit
yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Konsep Command
Responsibility diterapkan dalam kasus pelanggaran HAM Berat untuk memastikan
bahwa pemimpin militer dan sipil bertanggung jawab atas tindakan bawahan
mereka. Konsep Command Responsibility berlaku tidak hanya untuk pemimpin
militer tetapi juga pemimpin sipil yang memiliki otoritas dan kendali efektif atas
pasukan atau unit yang melakukan pelanggaran HAM. Dalam kasus Timor Timur,
konsep ini mengharuskan bahwa pemimpin yang memiliki kendali efektif atas
pasukan yang melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab atas tindakan
bawahannya. Namun, penerapan tanggung jawab komando dalam kasus ini gagal,
dengan banyak pelaku yang tidak dihukum, sehingga efek jera yang diharapkan
tidak tercapai dan mempengaruhi persepsi bahwa pelanggaran HAM bisa dilakukan
dengan impunitas.

Demikian pula, dalam kasus Abepura, para komandan yang memiliki
kendali efektif atas pasukan Brimob bertanggung jawab atas pelanggaran HAM
berat yang dilakukan oleh bawahannya. Mereka gagal mencegah tindakan
kekerasan berlebihan dan tidak mengambil tindakan tegas untuk menghukum
pelaku. Pada tahun 2005, Pengadilan HAM membebaskan kedua terdakwa dengan
alasan kurangnya bukti yang menghubungkan mereka langsung dengan
pelanggaran yang terjadi, menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab komando
tidak diterapkan secara efektif.

5.2.2 Implikasi konsep tanggung jawab komando dalam Pelanggaran

HAM Berat Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

Dalam kasus Abepura, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengatur
bahwa seorang komandan militer atau atasan bertanggung jawab atas kejahatan
yang dilakukan oleh bawahannya jika ia mengetahui atau seharusnya mengetahui
bahwa kejahatan tersebut akan atau sedang dilakukan dan tidak mengambil
langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah atau menghukum pelaku. Akan
tetapi Drs. Johny Wainal Usman sebagai atasan tersebut dibebaskan dan hal ini
disebabkan oleh tidak diratifikasinya Statuta Roma 1998, yang berisi norma
internasional tentang penanganan kejahatan kemanusiaan. Melainkan Indonesia
hanya mengadopsi Statuta Roma dan belum meratifikasinya. Begitu pula
dengan kasus Timor Timur, dimana menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun
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2000 menetapkan bahwa atasan polisi atau atasan sipil bertanggung jawab jika
mereka mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa kekerasan ini akan terjadi
dan tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah atau
menghukum pelaku.

52  Saran
Berdasarkan catatan dan kritik yang disampaikan di bagian sebelumnya,
dapatlah disarankan sebagai berikut:

1. Seharusnya hakim dengan tegas memberikan efek jera atau sanksi yang
sepadan untuk para komandan atau atasan militer tersebut meskipun
kurangnya bukti akan tetapi kegagalan para komandan untuk mencegah atau
menghukum tindakan kekerasan tersebut seharusnya sudah cukup untuk
menuntut pertanggungjawaban mereka berdasarkan prinsip tanggung jawab
komando.

2. Berkaitan dengan kasus yang sudah pernah terjadi, seharusnya negara
Indonesia meratifikasi keseluruhan Statuta Roma 1998 untuk memastikan
bahwa Indonesia terikat oleh norma internasional tentang penanganan
kejahatan terhadap kemanusiaan dan agar bisa memberikan efek jera
terhadap para komando maupun atasan sipil yang melakukan pelanggaran
HAM berat dan korban bisa mendapatkan keadilan.
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